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RINGKASAN 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan 

jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian 

kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan 

yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya 

didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau 

pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang 

selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara 

dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara 

mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah. UUPA mengatur pendaftaran tanah yang 

bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi 

pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia 

diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2). 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan 

pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah. 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 

keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria. 

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran 

termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalah mengenai pendaftaran 

tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah 

ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, 

pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan 

secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para 

penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya 

berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic 

(Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada 

diatasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat 

hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan 

menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas 

prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu. Salah satu sengketa tanah ulayat 

tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala 
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waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan 

sebagai kantor lurah Koto Panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya 

terhadap pemerintah daerah Kota Solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah 

disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah Kota 

Solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah Kota Solok karena 

sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, 

Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan 

yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah 

tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan 

Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata  yang dilakukan oleh Jaksa 

Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa 

sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjaddi antara Pemerintah 

Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan 

penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari 

wawancara dan data sekunder yang didapat dari sttudi kepustakaan. Data tersebut akan dianalisa 

secara kualitatif sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan. 

 

Kata_kunci_; Jaksa Pengacara Negara, Sengketa 

Kata kunci maksimal 5 kata 
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LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Salah satu 

wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi.  

Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Selain itu konsekuensi indonesia sebagai negara hukum adalah, setiap tindakan 

negara ataupun masyarakat pastilah dibatasi dan diatur oleh hukum yang memiki lembaga 

pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penegak hukum, salah satunya yaitu 

kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tertinggi dibindang hukum mempunyai peran utama dalam 

penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan 

Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan 

jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian 

kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan 

yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya 

didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau 

pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang 

selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 
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dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara 

mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang 

angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari 

Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan tanah. 

Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik 

sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat 

pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.  

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi : jaminan kepastian hukum mengenai orang 

atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum 

mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanahnya (A.P. Parlindungan : 15). Jaminan kepastian hukum 

mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang 

tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam peta dasar pendaftaran ataupun peta pendaftaran. 

Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

letak bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidang-bidang tanah yang ada 

dalam satu wilayah. Selama ini, masalah pertanahan khususnya yang terkait dengan kegiatan 
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pengukuran dan pemetaan tanah sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut 

adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk memetakan bidang-

bidang tanah yang terdaftar sehingga kepastian letak suatu persil atau bidang tanah menjadi tidak 

terjamin. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada kepastian data mengenai bidang-bidang 

tanah yang terdaftar pada kantor pertanahan. 

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2). 

5. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan 

pemerintah. 

6. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

d. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah. 

e. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

f. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. 

7. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 

keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria. 

8. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran 

termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalah mengenai pendaftaran 

tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah 

ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, 

pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan 

secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para 

penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya 

berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic 

(Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada 

diatasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat 

hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan 

menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas 

prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu. 

Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang 

Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, 

yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah koto panjang, dikatakan oleh 

mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah kota solok bahwa tanah 

tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan 

sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah kota solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah 

milik dari pemerintah kota solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah 

berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai ha katas 
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tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat 

dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah 

meliputi konflik karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status 

penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang 

telah dilekati oleh hak oleh pihak tertentu. 

Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah 

Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk 

penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara 

Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjaddi antara Pemerintah Kota Solok dengan 

masyarakat pemilik tanah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN 

1. Pengertian Kejaksaan 

Kejaksaan RI adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya 

dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, 

kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam bidang 

yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian 

ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian 

pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun 

terakhir. 



9 
 

Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya 

dibidang penuntutan, dimana semuanya satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 

Mangacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang 

No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum 

dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). 

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga Negara yang 

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan 

wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 

lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia juga 

mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam 

pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan menjadi poros dan menjadi filter antara proses 

penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan 

keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena 

hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan 

atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, selain berperan 

dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha 

Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara sebagai 

jaksa pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai 

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang. 
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Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI no:INS-002/A/JA/1/2015 tentang perencanaan 

strategi dan rencana kinerja kejaksaan RI fungsi kejaksaan adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan kebjaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan 

pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung. 

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajmen, 

administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan atas milik Negara jadi tanggung 

jawabnya. 

c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang 

pidana. 

d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelejen yustisial, dibidang ketertiban dan 

ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum 

dibidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin 

kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung. 

e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau 

tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau 

disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. 

f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-

undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

g. Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam maupun 

instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Pasal 1 ayat 1 Jaksa 

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya 

harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam undang-

undang kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan 

jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi 

yurisdiksi baik kompetensi relative maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, 

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut (Marwan Efendi : 

128). 

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata 

yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang saling berkaitan antara tugas dan 

wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa Undang-Undang, dalam hal ini yaitu 

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 

(1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Melakukan penuntutan. 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

c. Melakukan pengawasan terhadap elaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. 
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 

tambahan sebelum melimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negera, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak 

baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. 

a. Bantuan hukum  

b. Penegkan hukum 

c. Pertimbangan hukum 

d. Pelayanan hukum 

e. Tindakan lainnya 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan 

kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan. 

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik krimilnal. 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela 

hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Fungsi dan 

tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian uang dan aset negara, jaksa akan bertindak 

baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak 

yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Tugas dan wewenang kejaksaan yang 
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bertindak sebagai jaksa pengacara negara diperjelas dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 

16 tahun 2004 yaitu dibidang perdata dan tata usaha Negara kejaksaan dengan surat kuasa khusus 

dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau 

pemerintah dimana undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa jaksa adalah juga 

sebagai pengacara negara atau jaksa pengacara negara. 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA 

1. Pengertian sengketa dan penyelesaian sengketa 

Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. 

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan anatara orang-orang, kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut mudzakkir, persoalan 

pertanahan dan persengketaan tanah secara massal dapat mempengaruhi upaya membangun dan 

menguatkan Negara kesatuan republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi dalam 

keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan  dan 

penyelesaian  masalah pertanahan disebutkan bahwa masalah pertanahan meliputi permasalahan 

teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. 

Dalam keputusan tersebut, disebutkan pula bahwa permasalahan teknis adalah permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat dan atau badan pertanahan  nasional Republik Indonesia, dipusat 

maupun daerah berkaitan dengan system perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau 

mekanisme penangananyang belum sempurna (Benhard  Limbong : 29).   

Menurut BPN RI secara garis besar konflik pertanahan dapat dikelompokan menjadi 

beberapa bagian yaitu: 
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1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilaiatau pendapat, kepentingan 

mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah 

Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. 

2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas 

bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh badan pertanahan nasional 

Republik Indonesia maupun yang masih dlam penetapn batas. 

3. Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status atas 

penguasaan diatas tanah tertentu yang berasal dai warisan. 

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi nilai atau pendapat kepentingan mengenai status 

penguasaan diatas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang. 

 

Sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam 

beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebutpun tidak sedikit, 

baik Negara ataupun institusi. Tetapi proses penyelesaian sengketa seringkali menemui jalan buntu 

sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan karena masih lemahnya 

identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, 

politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran mengenai 

penyelesaian koflik seringkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan 

penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat  terkait aspek-aspek 

soial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan  guna membantu penyelesaian sengketa 

pertanahan secara permanen. 

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk 

manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kelanjutan 

kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga 
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sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah (Syaiful Azam : 5). 

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan 

dua cara yaitu : 

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata) 

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak 

yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka 

pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 

menyatakan Win-Lose Solution (Nurmaningsih Amriani : 16). Prosedur dalam jalur litigasi ini 

sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis, yaitu jangankan untuk mendapat 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi saja harus antri 

menunggu (Yahya Harahap : 233). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di 

pengadilan   di kenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan 

berdasarkan Hukum  Acara Perdata. Secara sederhana penyelesaian sengketa secara litigasi 

adalah berupa putusan hakim, namun putusan pengadilan tersebut tidak menyelesaikan 

masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini 

menyebabkan para pihak mencari alternative lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses 

peradilan formal. 

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha 

Penyelesaian melalui Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara 

yang menimbulkan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yag 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 

Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, 

individual dan final. 
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Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu: 

a. Melalui upaya administrasi 

Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata 

apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 

b. Melalui gugatan 

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu: 

• Penggugat, yaitu seseorang atau dan hukum yang dirugikan dengan dikeluarkannya 

keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usa Negara baik dipusat 

atau daerah. 

• Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluar keputusan 

berdasarkan wewenang yang ada panya atau yang dilimpahkan padanya 

(Supratman : 22). 

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan banyak sekali kekurangannya diantaranya 

sangat birokratis, memakan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip 

penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah diselesaikan dengan sederhana,waktu cepat dan biaya 

murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan. Penyelesaian sengketa yang lambat dan 

rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek. 

 

METODE 

1. Jenis Penelitian 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir dapat 

berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, 

mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di 

bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian 

yang diusulkan. 
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Jenis  penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan 

untuk melhat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal 

ini adalah bagaimana ketentuan tentang jaksa pengacara negara dalam mewakili negara untuk 

mempertahankan hak milik negara. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas : 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber,data ini di peroleh 

dengan wawancara yang dilakukan dengan jaksa,pengacara kota solok dalam penyidikan kasus 

sangketa tanah ulayat yang menjadi objek penelitian. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang pokok-pokok agrarian, Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian 
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yang berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitannya 

dengan penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu disamping menyusun  

pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.(Soerjono Soekanto : 5). Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Jaksa 

Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok. 

b. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang ada dikepustakaan atau literatur yang 

ada berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilai 

informasi atau data dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli 

dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. 

 

JADWAL 

 

No Nama Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 
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1 Penyusunan Proposal       

2 Penelitian       

3 Pengumpulan Data       

4 Laporan Kemajuan       

5 Laporan Akhir       

6 Publikasi       
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